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Dokumen ini menyajikan informasi mengenai kasus hukum yang dihadapi PT Reasuransi Indonesia
Utama (Persero) ("Indonesia Re") sepanjang tahun 2025, sepanjang informasi tersebut terbuka
sebagai informasi publik berdasarkan undang-undang. Informasi ini termasuk yang wajib disediakan
oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Seluruh data bersumber dari Laporan Tahunan 2025 Indonesia Re, dengan rujukan halaman pada
setiap bagian.

PERKARA PENTING SANKSI ADMINISTRATIF PROVISI PERKARA

1perk ] ksi Rp14,90 M
perxkara SANKSI pi4,

Sengketa klaim melalui LAPS Sanksi administratif dari OJK Provisi atas klaim yang

SJK Denda telah dibayar; status beralih dari RUI

Menunggu tanggapan pihak selesai Perkiraan terbaik manajemen

pemohon

Susunan Dokumen

Dokumen ini disusun dalam tiga bagian. Bagian 01 menyajikan perkara penting yang dihadapi
Indonesia Re, yaitu penyelesaian sengketa klaim melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan. Bagian 02 memuat sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan. Bagian
03 menguraikan provisi atas klaim dan perkara hukum sebagaimana diungkapkan dalam laporan
keuangan. Daftar rujukan halaman pada bagian akhir memudahkan penelusuran ke dokumen
sumber.
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Perkara Penting

Penyelesaian sengketa klaim melalui LAPS SJK sepanjang tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Indonesia Re menjalani proses penyelesaian sengketa di Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Sengketa ini berkaitan dengan klaim Kontra
Bank Garansi Jaminan Uang Muka yang diajukan oleh PT Pan Pacific Insurance selaku perusahaan
ceding.

Tahapan penanganan

o 2 o ®

Tahap awal Agustus 2025 Setelah pra-arbitrase 31 Desember 2025
Somassi dari kuasa hukum Pertemuan pra-arbitrase di Perusahaan Belum ada perkembangan
pemohon diterima dan LAPS SJK menyampaikan tanggapan lanjutan karena pemohon
ditanggapi secara resmi atas hasil pra-arbitrase belum memberikan
tanggapan
Pemohon PT Pan Pacific Insurance (perusahaan ceding)
Pokok sengketa Klaim Kontra Bank Garansi Jaminan Uang Muka
Forum penyelesaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)
Posisi Perusahaan Berdasarkan analisis hukum Perusahaan, klaim dinyatakan tidak dapat

dibayarkan (not liable), karena berkaitan dengan penerbitan bank garansi
yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan telah berkekuatan hukum
tetap berdasarkan putusan pengadilan.

Tanggapan atas Perusahaan menyatakan keberatan atas pembebanan biaya arbitrase di awal

pra-arbitrase proses, serta menyetujui secara prinsip penyelesaian melalui LAPS SJK
sepanjang biaya arbitrase dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan
yang berlaku.

Status per 31 Desember Belum terdapat perkembangan lanjutan dari LAPS SJK
2025

Sumber: Laporan Tahunan 2025, hal. 382-383 (hal. PDF 384-385)

Tentang LAPS SJK
LAPS SJK adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk sektor jasa keuangan, yang
menyelenggarakan layanan mediasi dan arbitrase. Indonesia Re tercatat sebagai anggota LAPS SJK.

Sumber: Keanggotaan Indonesia Re: Laporan Tahunan 2025, hal. 81 (hal. PDF 83)
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Sanksi Administratif

Sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 2025

Pada tahun 2025, Indonesia Re menerima satu sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (0JK)
terkait kewajiban pelaporan. Sanksi tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembayaran denda dan
dinyatakan selesai.

Pemberi sanksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Surat S$-430/PD.11.2025

Tanggal daluwarsa 15 Juli 2025

Ketentuan yang dilanggar Pasal 102 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha

dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Penyebab Pelaporan pengangkatan atau pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris
Perusahaan, dan/atau auditor internal melewati batas waktu 20 hari kerja

Tindakan Pembayaran denda

Status Selesai

Sumber: Laporan Tahunan 2025, hal. 383 (hal. PDF 385)

Provisi atas Klaim dan Perkara Hukum

Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Indonesia Re menghadapi berbagai perkara hukum dan
tuntutan yang berkaitan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan
kepemilikan aset. Perusahaan memantau dan mengevaluasi setiap perkara secara berkala.

Pokok Klaim atas transaksi/bisnis PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) yang
beralih kepada Indonesia Re sebagai akibat penggabungan usaha

Provisi yang dibentuk Rp14.902.586.160

Dasar Penelaahan menyeluruh atas kewajiban yang beralih; mencerminkan perkiraan
terbaik manajemen atas kewajiban yang mungkin timbul

Tindak lanjut Perkembangan perkara terus dipantau, dan provisi akan disesuaikan apabila
terdapat informasi baru yang lebih memadai

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan No. 30, Ekshibit E/126 (hal. PDF 574)
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Daftar Rujukan Halaman

Hal. LT merujuk pada nomor halaman cetak Laporan Tahunan 2025. Hal. PDF merujuk pada urutan halaman
dalam berkas elektronik.

Informasi Hal. LT Hal. PDF
01 Perkara penting: sengketa klaim di LAPS SJK 382-383 384-385
01 Keanggotaan Indonesia Re dalam LAPS SJK 8l 83

02 Sanksi administratif dari OJK 383 385

03 Provisi dan kontinjensi (Catatan 30) Ekshibit £/126 574
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Gedung Indonesia Re
JI. Salemba Raya No. 30, Jakarta Pusat 10430
Telp. +62 21 392 0101
cosecretary@indonesiare.co.id - www.indonesiare.co.id

Informasi dalam dokumen ini dirangkum dari Laporan Tahunan 2025 PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
Apabila terdapat perbedaan, yang berlaku adalah dokumen sumber.



